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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, yaitu: 
(1) Susunan Organisasi Bakesbangpol, terdiri dari:
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial  Budaya, Agama terdiri  dari:
1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; 
c. Bidang  Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; 
d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen; dan
2. Subbidang Penanganan Konflik; 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan   perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan  antar suku dan  intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan   dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan .nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan  ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,   penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta  pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forkopimda;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG

 (
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
)



 (
SEKRETARIAT 
)	

 (
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA
) (
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
)
 (
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
) (
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
) (
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
)	

 (
SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
) (
SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
) (
SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
)

 (
SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK
) (
SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
) (
SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA
)
	

	


2.2. Sumber Daya PD
2.2.1. Susunan Kepegawaian
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/ badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ badan usaha tersebut.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital di dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang: 
		Data PNS Badan Kesatuan bangsa dan Politik Menurut  ESELON

	NO
	PANGKAT / GOL.
	JABATAN YANG DIDUDUKI
	JUMLAH

	
	
	ESELON II
	ESELON III
	ESELON IV
	NONESELON
	

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	

	1
	IV/d
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	IV/c
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	IV/b
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	 
	IV/a
	
	
	1
	1
	1
	3
	
	
	6

	2
	III/d
	
	
	
	
	3
	1
	
	1
	5

	 
	III/c
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	 
	III/b
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	 
	III/a
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	4

	3
	II/d
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	II/c
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	3

	 
	II/b
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	II/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	I/d
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	I/c
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	I/b
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	 
	I/a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	SUKWAN / PTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	JUMLAH
	
	
	
	
	
	
	
	
	24






2.2.2.  Perlengkapan 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:
1) Gedung dan Fasilitas
Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terletak di Jalan Ahmad Yani No 98 Malang dengan luas tanah 2.049 m2 dan luas bangunan 689,7 m2. Adapun gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbagi atas: 
a. Halaman
b. Ruang lobi
c. Ruang Kepala Badan
d. Ruang Sekretaris Badan
e. Ruang Sekretariat
f. Ruang Kepala Bidang
g. Ruang Bidang
h. Ruang Rapat
i. Areal Parkir
j. Musolah
k. Kamar Mandi

Peralatan dan kendaraan operasional sebagai berikut :
	NO.
	URAIAN
	JUMLAH
	SATUAN
	KET.

	1.
	Kendaraan Bermotor :
Roda 4 ( empat )
Roda  2 ( dua )
	
3
7
	
Unit
Unit
	
Baik
Baik

	2.
	Peralatan Kantor :
Note book
Komputer
Mesin Ketik
Mesin Ketik Listrik
Tilpon/Faximile

	
18
12
0
2
8
	
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

	
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik


	3.
	Alat Rumah Tangga/Mebelair :
Meja kursi tamu
Meja kerja 1 Biro
Meja kerja ½ biro
Kursi kerja pimpinan
Kursi kerja staf
Kursi Rapat
Almari
Almari Besi

	
6
12
25
2
12
70
16
16
	
Set
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Buah
	
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik




2.3. Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
	No
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	Target NSPK
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
	 Realisasi Capaian Tahun ke- 
	Rasio Capaian pada Tahun ke -

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	          1 
	          2 
	          3 
	          4 
	          5 
	1
	2
	3
	4
	5

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	 (11) 
	 (12) 
	 (13) 
	 (14) 
	 (15) 
	(16)
	 (17) 
	 (18) 
	(19)
	(20)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Prosentase jumlah konflik (antar kelompok pemuda, pelajar / mahasiswa, dan antar kampung) yang termediasi

	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	
Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan

	
100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	
Prosentase kesepakatan hasil pertemuan antar Umat Beragama yang ditindak lanjuti

	
100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Tabel 2.2. 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

	Uraian
	Anggaran pada Tahun ke-
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
	Rata - rata Pertumbuhan

	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	Anggaran
	Realisasi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Belanja Langsung
	    6.375.850.000 
	    6.375.850.000 
	    7.650.000.000 
	    7.996.000.000 
	  9.021.210.000 
	    5.579.543.256 
	    5.446.215.646 
	7.221.000.758 
	7.103.380.816 
	6.764.323.418 
	   87,51 
	   85,42 
	   94,39 
	  88,84 
	   74,98 
	             41,49 
	              21,23 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Belanja Tidak langsung
	    2.738.001.198 
	    2.972.688.121 
	    2.875.226.221 
	    2.884.562.560 
	  3.475.509.417 
	    2.600.361.914 
	    2.647.928.819 
	2.481.014.159 
	2.638.831.931 
	2.968.007.417 
	   94,97 
	   89,08 
	   86,29 
	  91,48 
	   85,40 
	             26,93 
	              11,18 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Kota Malang antara lain:

2.4.1. Tantangan 
a. Melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
b. Mudahnya menerima budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia;
c. Masih kuatnya rasa ego sektoral, suku, etnis, golongan dan perbedaan status ekonomi;
d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela Negara;
e. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan;
f. Masih rendahnya partisipasi politik, budaya dan etika politik dan kurangnya pemahaman tentang aturan perundangan yang berlaku;
g. Adanya isu SARA yang berpotensi konflik;
h. Kurangnya pemberdayaan umat beragama dalam bentuk kerukunan antar umat beragama maupun hubungan umat beragama dengan pemerintah;
i. Kurangnya pemajuan dan penghormatan HAM;
